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KATA PENGANTAR 
 

Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini yang 

berjudul “Analisis Kebijakan Publik” dapat tersusun dan diselesaikan 

dengan baik. Buku ini hadir sebagai kontribusi akademik untuk 

memperkuat pemahaman mengenai konsep, teori, dan praktik kebijakan 

publik, khususnya bagi kalangan mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi 

di bidang administrasi publik dan ilmu sosial-politik lainnya. 

Secara substansi, buku ini memuat uraian yang komprehensif 

mengenai pengertian dasar kebijakan publik, ruang lingkup serta 

karakteristiknya dalam konteks negara dan masyarakat. Di dalamnya 

dibahas pula berbagai pendekatan teori kebijakan publik — mulai dari 

pendekatan institusional, rasional, inkremental, kelompok, hingga 

pendekatan sistem dan elit — sebagai fondasi konseptual untuk memahami 

dinamika pembuatan kebijakan. 

Tidak hanya terbatas pada tataran konseptual, buku ini juga 

menggambarkan secara rinci tahapan-tahapan dalam proses kebijakan 

publik, meliputi: formulasi masalah, perumusan alternatif kebijakan, 

pengambilan keputusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Penulis 

menyajikan masing-masing tahapan tersebut dengan dukungan ilustrasi 

praktis, contoh-contoh kebijakan di Indonesia, serta ulasan kritis yang 

merefleksikan tantangan dan realitas birokrasi yang dihadapi saat ini. 

Salah satu kekuatan buku ini adalah penekanan pada pentingnya 

partisipasi publik, nilai-nilai demokrasi, dan akuntabilitas dalam proses 

kebijakan publik. Di samping itu, dibahas pula aspek lingkungan strategis, 

peran aktor kebijakan, serta urgensi kolaborasi antar-lembaga dalam 

menjawab isu-isu kompleks masyarakat. 

Harapannya, buku ini tidak hanya menjadi bacaan wajib dalam mata 

kuliah Kebijakan Publik, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam 

penelitian, penulisan tugas akhir, dan pengambilan keputusan strategis di 

lingkungan pemerintahan dan organisasi publik. Penulis juga berharap 

buku ini dapat membuka ruang dialog akademik yang lebih luas mengenai 

arah dan kualitas kebijakan publik di Indonesia. 
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Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai 

kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat 

diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. 

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya 

bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan mendorong lahirnya 

kebijakan-kebijakan yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan bagi 

masyarakat. 
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BAB I  

PENGANTAR ANALISIS 

KEBIJAKAN 
 

 

 

1.1 DEFINISI ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK 

1.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat. 

Kebijakan ini berbentuk regulasi, program, atau keputusan yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks kepentingan publik. 

Pendapat para ahli: 

• Thomas R. Dye (2017) menyatakan bahwa: 

"Public policy is whatever governments choose to do or not to do." 

Artinya, kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan yang 

dilakukan, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak. 

• James E. Anderson (2014) mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai: 

"A purposive course of action followed by an actor or set of actors 

in dealing with a problem or matter of concern." 

Ini menekankan bahwa kebijakan publik bersifat tujuan-spesifik dan 

dirancang untuk mengatasi isu publik tertentu. 

 

1.1.2 Apa Itu Analisis Kebijakan Publik? 

Analisis kebijakan publik adalah kegiatan ilmiah dan sistematis 

untuk menilai kebijakan yang ada maupun yang akan dirancang. 

Tujuannya adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pembuat 

keputusan dalam memilih alternatif kebijakan terbaik. 

Langkah-langkah umum dalam analisis kebijakan: 
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BAB II  

TEORI DAN MODEL 

ANALISIS KEBIJAKAN 
 

 

 

 

2.1 KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK 

2.1.1 Tahapan Kebijakan Publik (Policy Cycle) 

Policy cycle adalah kerangka kerja sistematis untuk memahami 

proses pembuatan kebijakan publik. Model ini menggambarkan kebijakan 

sebagai siklus yang terdiri dari beberapa tahap berurutan. 

Tahapan dalam siklus kebijakan (Howlett, Ramesh & Perl, 2020): 

1. Agenda Setting (Penetapan Agenda): 

Menentukan isu-isu penting yang layak dibahas dalam agenda 

pemerintah. 

“Isu hanya menjadi kebijakan publik ketika berhasil masuk ke 

dalam agenda resmi pembuat keputusan.” – Howlett et al. 

2. Formulasi Kebijakan: 

Merancang berbagai alternatif solusi berdasarkan kajian ilmiah, 

nilai, dan kepentingan politik. 

3. Adopsi Kebijakan: 

Memilih salah satu alternatif untuk dijadikan kebijakan resmi 

melalui mekanisme legislatif atau eksekutif. 

4. Implementasi: 

Proses pelaksanaan kebijakan oleh instansi terkait, seperti 

kementerian atau dinas teknis. 

Implementasi bukan hanya soal melaksanakan perintah, tetapi 

bagaimana aktor birokrasi dan sumber daya diarahkan untuk 

mencapai tujuan kebijakan. 



18 | Analisis Kebijakan Publik   

BAB III  

PROSES PEMBUATAN 

KEBIJAKAN PUBLIK 
 

 

 

 

Proses kebijakan publik adalah rangkaian langkah atau tahapan yang 

ditempuh oleh pemerintah atau lembaga publik dalam merumuskan dan 

mengimplementasikan solusi atas permasalahan publik. Proses ini tidak 

bersifat linier melainkan sirkuler dan dinamis, karena setiap tahap bisa 

saling memengaruhi dan bahkan terjadi pengulangan atau penyesuaian 

berdasarkan evaluasi dan perubahan kondisi. 

Menurut James E. Anderson (2014), proses kebijakan publik 

bukanlah suatu rangkaian langkah yang kaku, tetapi siklus yang fleksibel, 

tempat berbagai aktor saling berinteraksi, bernegosiasi, dan memengaruhi 

arah kebijakan. 

 

3.1 MODEL SIKLUS KEBIJAKAN (POLICY CYCLE) 

Model ini biasanya terdiri dari enam tahapan utama, sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah (Problem Identification) 

Mengenali isu publik yang memerlukan perhatian dan intervensi 

pemerintah. 

2. Perumusan Kebijakan (Policy Formulation) 

Merancang alternatif kebijakan, melakukan analisis kebijakan, dan 

menyusun proposal. 

3. Adopsi Kebijakan (Policy Adoption) 

Pengambilan keputusan formal oleh lembaga legislatif, eksekutif, 

atau badan pengambil keputusan lainnya. 
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BAB IV  

ANALISIS STAKEHOLDER 

DALAM PEMBUATAN 

KEBIJAKAN PUBLIK 
 

 

 

 

4.1 PENDAHULUAN 

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan 

yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik, baik itu 

sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam proses pembuatannya, kebijakan 

tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari interaksi 

berbagai aktor atau pihak yang disebut stakeholder. 

Mengapa penting? 

Stakeholder memiliki peran dalam membentuk agenda, mendesain 

kebijakan, dan bahkan menentukan keberhasilan atau kegagalan 

implementasi. Oleh karena itu, analisis stakeholder menjadi alat penting 

untuk: 

• Mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, 

• Memetakan tingkat kepentingan dan pengaruh mereka, 

• Mengelola keterlibatan stakeholder agar proses kebijakan lebih 

partisipatif dan efektif. 

 

4.2 DEFINISI STAKEHOLDER 

1. Definisi Umum: 

• Freeman (1984) mendefinisikan stakeholder sebagai: 

“Any group or individual who can affect or is affected by the 

achievement of the organization’s objectives.” 
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BAB V  

METODE ANALISIS 

KEBIJAKAN PUBLIK 
 

 

 

 

5.1 ANALISIS BIAYA-MANFAAT (COST-BENEFIT 

ANALYSIS) 

Pengertian: 

Cost-Benefit Analysis (CBA) adalah metode kuantitatif yang 

digunakan untuk menilai efisiensi ekonomi dari suatu kebijakan atau 

proyek dengan membandingkan total manfaat yang diperoleh dengan total 

biaya yang dikeluarkan, semuanya dinyatakan dalam nilai uang. Tujuan 

utamanya adalah memastikan bahwa sumber daya digunakan secara 

optimal. 

Tahapan Pelaksanaan: 

1. Identifikasi semua biaya dan manfaat: Menyusun daftar lengkap 

semua komponen biaya dan manfaat baik langsung maupun tidak 

langsung. 

2. Kuantifikasi dalam nilai uang: Mengonversi semua komponen 

tersebut ke dalam nilai moneter, termasuk manfaat sosial. 

3. Penyesuaian nilai waktu (diskonto): Menggunakan faktor 

diskonto untuk memperhitungkan nilai waktu uang (time value of 

money). 

4. Perhitungan utama: 

o Net Present Value (NPV): Selisih antara nilai sekarang dari 

manfaat dan biaya. 

o Benefit-Cost Ratio (BCR): Rasio antara nilai sekarang dari 

manfaat dan biaya. 
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BAB VI  

EVALUASI KEBIJAKAN 

PUBLIK 
 

 

 

 

6.1 KONSEP DASAR EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 

6.1.1 Definisi Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis dan terstruktur yang 

bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi 

mengenai pelaksanaan serta hasil dari suatu kebijakan atau program 

publik. Evaluasi ini mencakup tiga aspek utama: implementasi, dampak, 

dan pencapaian tujuan kebijakan. Tujuannya bukan hanya untuk menilai 

apakah kebijakan telah berhasil atau gagal, tetapi juga untuk memberikan 

wawasan mendalam yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses dan 

hasil kebijakan di masa depan. 

Menurut Patton (1997), evaluasi kebijakan adalah upaya sistematis 

untuk menilai nilai atau manfaat dari suatu intervensi kebijakan dalam 

konteks tujuannya. Sementara itu, Rossi, Lipsey & Freeman (2004) 

menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar pengumpulan data, tetapi 

sebuah proses ilmiah yang memiliki tujuan normatif dan praktis—yaitu 

memperbaiki efektivitas kebijakan dan mendorong akuntabilitas publik. 

Evaluasi kebijakan tidak selalu menunggu program berakhir. 

Evaluasi dapat dilakukan sepanjang siklus kebijakan berlangsung—baik 

sebelum kebijakan diimplementasikan (ex-ante), saat kebijakan dijalankan 

(on-going), maupun setelah selesai (ex-post). Hal ini memungkinkan 

pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi hambatan atau ketidakefisienan 

lebih awal, serta membuat penyesuaian yang dibutuhkan secara tepat 

waktu. 
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BAB VII  

IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN PUBLIK 
 

 

 

 

7.1 KONSEP DASAR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

7.1.1 Definisi Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah proses di mana keputusan kebijakan 

diubah menjadi tindakan nyata dalam bentuk program, proyek, atau 

kegiatan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pelaksana. Tahapan ini 

menjadi jembatan antara perumusan kebijakan dan hasil (outcome) yang 

diharapkan. Implementasi menuntut adanya tindakan operasional di 

lapangan yang sejalan dengan tujuan kebijakan. Tanpa implementasi yang 

efektif, kebijakan yang baik di atas kertas pun tidak akan memberikan 

dampak nyata kepada masyarakat. 

Implementasi tidak hanya soal pelaksanaan teknis, tetapi juga 

berkaitan dengan bagaimana aktor-aktor pelaksana memahami, 

menginterpretasikan, dan menjalankan kebijakan dalam konteks sosial, 

politik, dan budaya tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi 

tidak lepas dari interaksi antara struktur kebijakan, aktor pelaksana, serta 

lingkungan eksternal yang memengaruhi prosesnya. 

 

7.1.2 Pendekatan dalam Studi Implementasi 

Dalam studi implementasi kebijakan, terdapat tiga pendekatan 

utama yang banyak digunakan untuk memahami proses dan tantangan 

implementasi. 
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BAB VIII  

KEBIJAKAN PUBLIK  

DAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT 
 

 

 

 

8.1 DEFINISI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

KEBIJAKAN PUBLIK 

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik adalah sebuah 

proses yang memungkinkan warga negara untuk terlibat secara aktif dalam 

setiap tahapan pembuatan kebijakan, mulai dari tahap perumusan, 

implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Keterlibatan ini tidak hanya 

sebatas memberikan suara atau opini, tetapi juga melibatkan warga dalam 

pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. 

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik bertujuan untuk 

memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif 

terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta adil dan berkeadilan 

bagi semua lapisan sosial. 

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, 

seperti konsultasi publik, forum diskusi, survei, atau keterlibatan langsung 

dalam kelompok perencanaan kebijakan. Model partisipasi ini dapat 

bervariasi, dari konsultasi satu arah hingga keterlibatan penuh dalam 

proses pengambilan keputusan, tergantung pada konteks dan kebutuhan 

kebijakan tersebut. Dengan keterlibatan ini, masyarakat diharapkan dapat 

memberikan pandangan yang lebih luas, memperkenalkan tantangan lokal 

yang mungkin terlewatkan oleh pemerintah pusat, serta memastikan bahwa 
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